DPRD Lembata Pertanyakan Dana Rp 19 Miliar di Tangan ASN dan Pihak
Ketiga

illustrasi: https://www.victorynews.id

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Uang daerah yang saat ini masih di tangan para
pejabat, PNS dan pihak ketiga di Kabupaten Lembata Rp, 19 miliar.

Pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal ini majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi (TPTGR) dinilai lemah dalam pengawasan untuk menindaklanjuti semua temuan
inspektorat dan BPK.

Anggota Badan Anggaran DPRD Lembata, Lorens Karangora pada rapat pembahasan LKPJ
Bupati tahun 2021 antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD), Senin, 27 Juni 2022, mengatakan salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah
dari pendapatan lain-lain yakni TPTGR. Namun tegas Lorens Karangora, pendapatan dari
TPTGR sangat kecil.

Anggota Badan Anggaran lainnya, Yeremias Sura juga menyoroti soal TPTGR. Menurut
Lorens dan Yeremias, pemerintah lemah dalam melakukan pengawasan terhadap
pengembalian uang yang disalahgunakan oleh pejabat dan PNS maupun uang yang ada di
pihak ketiga.

Lorens Karangora minta Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali selaku ketua tim anggaran
pemerintah daerah, untuk menjelaskan secara rinci berapa total uang yang disalahgunakan
oleh pejabat, PNS, atau uang yang masih ada di pihak ketiga.
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Sekda Paskalis Ola Tapobali menjelaskan, total uang yang disalahgunakan oleh pejabat dan
PNS maupun uang yang ada di pihak ketiga sebesar Rp 19 miliar lebih.

Sesuai dengan temuan inspektorat, uang yang ada di pejabat dan PNS di Kabupaten Lembata
sebesar Rp 2,4 miliar lebih dan yang sudah ditindaklanjuti Rp 200 juta, pihak ketiga Rp 16,9
miliar yang sudah dikembalikan Rp 800 juta lebih.

Khusus untuk bendahara Rp 600 juta dan non bendahara Rp 200 juta.

Paskalis menjelaskan, ada uang sebesar Rp. 1,3 yang berpotensi untuk tidak bisa
dikembalikan. Total uang yang masih ada di pejabat, PNS dan pihak ketiga di Kabupaten
Lembata sebesar Rp 19 miliar lebih.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah adalah bekerjasama dengan aparat
penegak hukum sehingga proses pengembalian uang tersebut lebih cepat.

la mengatakan setelah bekerjasama dengan aparat penegak hukum, ternyata lebih cepat
terealisasi. la mencontoh, temuan di RSUD Lewoleba sebesar Rp 476 juta, begitu pemerintah
bekerjasama dengan aparat penegak hukum, langsung dibayar lunas.

Karena itu ke depan, pemerintah bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk
memproses pengembalian keuangan yang saat ini masih ada di pejabat, PNS dan pihak
ketiga.

Sekda Paskalis menyebutkan untuk temuan di pejabat dan PNS, memang ada pengembalian
namun nilai nominalnya kecil, karena TPTGR dalam proses pengembalian memperhitungkan
berbagai aspek misalnya sisa gaji yang diterima oleh PNS atau pejabat yang bersangkutan
setiap bulan.

Terkait dengan temuan penyalahgunaan keuangan di desa, Paskalis mengatakan kalau ada
pengembalian dari hasil temuan tersebut maka itu dikembalikan ke desa yang bersangkutan
dan tidak dikembalikan ke pemerintah Kabupaten.

Sumber:

1. https://kupang.tribunnews.com. Jumat, 1 Juli 2022: DPRD Lembata Pertanyakan Dana
Rp 19 Miliar di Tangan ASN dan Pihak Ketiga.

2. https://kilatnews.id/. Selasa, 28 Juni 2022: Masih Ada Uang Rp. 19 Miliar Yang Belum
Dikembalikan Oleh Pejabat , PNS dan Pihak Ketiga.
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Catatan:

Menurut pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau
Pejabat Lain, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian pada pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan
Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai
negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/
Daerah.

Ruang lingkup pelaksanaan tuntutan ganti Kerugian Negara/Daerah berlaku bagi semua
pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertugas di lingkungan instansi
Pemerintah Pusat/ Daerah dan Lembaga Negara termasuk juga Calon Pegawai Negeri Sipil,
serta pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai bukan bendahara yang
menyebabkan terjadinya Kerugian Negara/Daerah bukan kekurangan perbendaharaan (diluar
tugas dan fungsi sebagai bendahara). Yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara. Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat
negara adalah ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pejabat daerah
serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Penjelasan
Pasal 2 ayat (1).

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah tersebut penyelesaian kerugian Negara/daerah
melalui dua cara yaitu:

1. Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah
surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang
menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah
menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/ Daerah
dimaksud.

2. Penerbitan Surat Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya
disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Presiden/ Menteri/ Pimpinan
Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota/ Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
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Daerah/ Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak
mungkin diperoleh.
3. Melalui Majelis

Majelis dibentuk oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D)

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan  memberikan pertimbangan kepada

PPKN/D atas:

a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,dan/atau barang bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.

b. penggantian Kerugian Negara/Daerah setelah pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh  Hak/Ahli ~ Waris  dinyatakan
wanprestasi.

c. penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS. (Pasal 25
PP No. 38 Tahun 2016).
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